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ABSTRAK 

 

Meningkatnya emisi global menyebabkan kenaikan suhu bumi, yang berakibat 

mencairnya lapisan es di Kutub Utara yang menyebabkan kenaikan air laut. Indonesia 

sebagai negara kepulauan menjadi sangat rentan terdampak kenaikan air laut akibat 

perubahan iklim. Terdapat 83 dari 92 pulau terluar Indonesia terancam tenggelam 

serta beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami banjir rob. Dalam menangani 

permasalahan kenaikan air laut akibat perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu 

negara saja, melainkan diperlukannya peran dunia internasional untuk menangani isu 

ini secara kolektif.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kenaikan 

permukaan air laut, penanganannya pada tingkat regional di Indonesia, dan langkah 

diplomasi Indonesia mengenai kenaikan air laut sebagai dampak dari perubahan iklim. 

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi lingkungan, dan konsep kenaikan air laut. 

Pendekatan kualitatif eksploratif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

dengan mengumpulkan data sekunder dari studi dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air laut di Indonesia berdampak pada aspek 

lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah merespons melalui upaya regional 

dengan adaptasi dan mitigasi. Indonesia juga melakukan upaya diplomasi yang 

mencakup diplomasi multilateral, diplomasi bilateral, dan diplomasi multilateral. 

Dalam implementasinya, Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara penerima 

bantuan, tetapi Indonesia juga berusaha menjadi negara yang memberi bantuan dan 

memimpin untuk dapat mengurangi emisi karbon dan menangani permasalahan 

kenaikan air laut.  

 

Kata Kunci: Kenaikan Permukaan Air Laut, Perubahan Iklim, Diplomasi Lingkungan, 

Adaptasi dan Mitigasi, Indonesia.  
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ABSTRACT 

 

Rising global emissions are causing an increase in the earth's temperature, which 

results in the melting of the ice sheet in the Arctic which causes sea level rise. Indonesia 

as an archipelagic country is very vulnerable to sea level rise due to climate change. 

There are 83 of Indonesia's 92 outermost islands in danger of sinking and several areas 

in Indonesia have experienced flash floods. In dealing with the problem of sea level rise 

due to climate change, it cannot be handled by one country alone, but the role of the 

international community is needed to deal with this issue collectively. This study aims to 

describe the impact of sea level rise, its handling at the regional level in Indonesia, and 

Indonesia's diplomatic steps regarding sea level rise as a result of climate change. This 

research uses the theory of environmental diplomacy, and the concept of sea level rise. 

An exploratory qualitative approach was used to answer the research question by 

collecting secondary data from the documentation study. The results of the study show 

that sea level rise in Indonesia has an impact on environmental, social, and economic 

aspects. The government responded through regional efforts with adaptation and 

mitigation. Indonesia also conducts diplomacy efforts that include multilateral 

diplomacy, bilateral diplomacy, and multilateral diplomacy. In its implementation, 

Indonesia not only plays a role as a recipient country, but Indonesia also strives to 

become a country that provides assistance and leads to be able to reduce carbon 

emissions and deal with the problem of sea level rise.  

Keywords: Sea Level Rise, Climate Change, Environmental Diplomacy, Adaptation and 

Mitigation, Indonesia.  

 

PENDAHULUAN 

Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan 

suhu rata-rata di bumi yang dapat terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia, 

seperti industri dan transportasi berbahan bakar fosil yang memicu efek rumah kaca 

(United States Environmental Protection Agency, 2016; Kusumawati et al., 2023). 

Akumulasi gas rumah kaca, termasuk CO₂, CH₄, dan N₂O, menyebabkan pemanasan 

global, mencairnya es di Kutub, dan peningkatan permukaan laut hingga 42% kontribusi 

terhadap kenaikan air laut global (Bilgili et al., 2024; Golledge et al., 2015; Nadya & 

Salim, 2023). Dari tahun 2011–2023, suhu global meningkat, dengan 2023 menjadi 

tahun terpanas mencapai 1,18 °C (NOAA, 2024). 

Negara-negara kepulauan kecil, seperti Tuvalu dan Kiribati, sangat terdampak 

kenaikan air laut. Hampir separuh wilayah ibu kota Tuvalu terendam saat pasang tinggi, 

dan Kiribati kehilangan akses terhadap air tawar di beberapa pulau (Alfarizi et al., 2022; 

Lavenia, 2022; Sinaga & Yusril, 2021). Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar 

dengan lebih dari 17.000 pulau, juga mengalami dampak signifikan, termasuk abrasi 

pantai, banjir rob, dan kerusakan infrastruktur, seperti terjadi di Pulau Seribu dan 

Medan Belawan (Ramdhan & Arifin, 2013; Nadya & Salim, 2023; Novalinda et al., 

2022). Sebanyak 83 dari 92 pulau terluar Indonesia terancam tenggelam, termasuk 

Pulau Midai di Natuna yang terkikis 20 cm per tahun (Prabowo & Salahudin, 2017; 

Ersya & Novianti, 2021). 

Diplomasi internasional menjadi instrumen penting dalam mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim. Forum global seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris 

mendorong kerja sama antarnegara untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2°C, 
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idealnya 1,5°C (Baroleh, 2023). Organisasi seperti WMO dan AIS memfasilitasi 

pemantauan iklim dan kolaborasi negara kepulauan (Ridani, 2024). 

Negara-negara Pasifik, melalui Pacific Island Forum (PIF), menjalin kerja sama 

dengan Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat untuk pelatihan, pemberdayaan 

masyarakat, dan bantuan dana (Aulia & Atika, 2023). Kiribati menjalin diplomasi 

bilateral dengan Australia melalui program AKCSI dan AFF untuk perlindungan pantai 

dan ketahanan pangan. KAP bersama Bank Dunia dan negara maju bertujuan 

memperkuat ketahanan pulau terhadap perubahan iklim, erosi, dan pengelolaan air 

tawar. 

Indonesia juga aktif melalui diplomasi multilateral dan bilateral, termasuk forum 

G20, Perjanjian Paris, serta kerja sama dengan Jepang, Denmark, dan AS untuk mitigasi 

emisi, penanaman hutan, energi terbarukan, serta bantuan teknis dan finansial (Rahman, 

2024; Ariyuni, 2015; L. Hasanah, 2019; Prakoso et al., 2019). Pemerintah Kota 

Semarang memanfaatkan paradiplomasi dengan Belanda melalui program Blue Deal 

untuk mengatasi banjir rob (Rahma, 2024). 

Secara keseluruhan, perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut 

memerlukan sinergi diplomasi global dan lokal, adaptasi teknologi, serta kerja sama 

lintas negara untuk membangun ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau rentan. 
 

Teori dan Konsep 

Diplomasi Lingkungan 

Diplomasi merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang memungkinkan 

negara mencapai tujuan kebijakan secara damai melalui negosiasi dengan negara lain 

(Morgenthau, 1967; Roy, 1991). Diplomasi terbagi menjadi tiga jenis: bilateral, 

multilateral, dan paradiplomasi. Diplomasi bilateral melibatkan dua negara untuk 

mencapai kepentingan bersama, sedangkan diplomasi multilateral melibatkan lebih dari 

dua negara yang berkolaborasi. Paradiplomasi dilakukan oleh pemerintah daerah atau 

aktor non-negara untuk mengatasi isu tertentu (Rodrigo Tavares, 2016; Raudha Balqis, 

2024). 

Metode diplomasi dibagi menjadi Hard Diplomacy, yang menggunakan 

pendekatan militer, dan Soft Diplomacy, yang menggunakan pendekatan non-militer 

atau soft power. Diplomasi lingkungan termasuk kategori Soft Diplomacy, yang mulai 

mendapat perhatian sejak Perang Dingin akibat eksploitasi lingkungan dan semakin 

berkembang sejak Earth Summit Rio de Janeiro 1992, di mana 180 negara dan aktor 

non-negara membahas isu lingkungan global (Alexandra et al., 2019). 

Diplomasi lingkungan mengacu pada aktivitas multilateral untuk menemukan 

solusi bersama terhadap isu lingkungan yang berdampak internasional (Susskind, 1994). 

Andreas Pramudianto (2008) mendefinisikan diplomasi lingkungan sebagai ilmu dan 

seni menangani isu lingkungan untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan 

nasional atau kepentingan aktor non-negara, khususnya dalam kebijakan luar negeri dan 

dalam negeri. Borg menambahkan bahwa diplomasi lingkungan menekankan prinsip-

prinsip internasional, tindakan preventif, pertukaran informasi, dan pengaruh keputusan 

lembaga internasional seperti UNEP dan PBB. 

Chasek (2001) menyebut enam tahapan diplomasi lingkungan: (1) Precipitants, 

identifikasi isu lingkungan; (2) Issue definitions, pendefinisian masalah; (3) Statement 

of Initial Positions, pernyataan posisi awal negara peserta; (4) Drafting/Formula 

building, penyusunan draf perjanjian; (5) Final bargaining/details, negosiasi akhir dan 

penyelesaian perbedaan; (6) Ratifications/implementations, ratifikasi dan implementasi 

kesepakatan. 

Teori diplomasi lingkungan digunakan sebagai kerangka analisis dalam 

penelitian ini untuk menilai upaya Indonesia melalui diplomasi dalam menghadapi 
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kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim, dengan tujuan memadukan 

kepentingan nasional dan komitmen global terhadap perlindungan lingkungan.

 

Kenaikan Air Laut (Sea Level Rise) 

Kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) merupakan perubahan 

ketinggian permukaan laut baik secara global maupun lokal dalam jangka musiman, 

tahunan, maupun lebih panjang (IPCC, 2019; Ablain et al., 2015). Fenomena ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan emisi karbon dioksida akibat 

aktivitas manusia, yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. 

Pemanasan global selanjutnya menyebabkan pemuaian termal air laut dan pencairan es 

di Greenland dan Antartika, sehingga mempercepat kenaikan permukaan laut (Gregory 

et al., 1988; Institute for Energy Analysis, 1982). 

Daerah pesisir sangat rentan terhadap SLR karena kepadatan penduduk yang 

tinggi dan aset ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah ini. Kenaikan permukaan laut 

dapat menimbulkan mundurnya garis pantai, kematian vegetasi pesisir, intrusi air asin 

ke sumber air tawar, banjir rob, dan bahkan tenggelamnya pulau-pulau kecil (Ariani, 

2018; Zhang, 2022). Dampak ekologis dan sosial-ekonomi ini juga mencakup 

kerusakan infrastruktur, hilangnya identitas wilayah, serta berkurangnya ketersediaan 

air bersih (Latifah et al., 2022). 

Pemantauan kenaikan air laut awalnya dilakukan melalui stasiun pasang surut, 

namun keterbatasan jangkauan dan variabilitas lokal membuat data kurang representatif 

(Nicholls, 2002). Teknologi satelit kemudian menjadi solusi, dengan peluncuran misi 

TOPEX/Poseidon pada 1992 dan dilanjutkan oleh Jason-1, Jason-2, dan Jason-3. Satelit 

ini memungkinkan pengukuran permukaan laut secara global, rutin, dan akurat dengan 

orbit tetap dan interval pengukuran 9,9156 hari pada ketinggian 1336 km (Nerem et al., 

2018). Data satelit jangka panjang ini menjadi dasar analisis tren kenaikan permukaan 

laut serta perencanaan mitigasi risiko di wilayah pesisir. 

Mitigasi kenaikan air laut mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, 

pengendalian deforestasi, dan pembatasan aktivitas industri yang menghasilkan emisi 

tinggi, yang bertujuan menekan pemanasan global dan menurunkan laju kenaikan 

permukaan laut. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan 

untuk memaparkan fenomena secara nyata dan menganalisis data secara mendalam 

sebelum dan sesudah penelitian guna membangun gagasan baru (Bryman, 2018; 

Creswell, 2014). Fokus penelitian terletak pada diplomasi Indonesia dalam menangani 

kenaikan permukaan air laut sebagai dampak perubahan iklim, mencakup kebijakan 

diplomasi bilateral, multilateral, dan paradiplomasi. 

Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari literatur akademik, jurnal, 

media daring, dokumen resmi pemerintah, serta sumber internasional terkait isu 

perubahan iklim dan diplomasi lingkungan (Bryman & Bell, 2019). Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang mencakup dokumen 

kebijakan, laporan lembaga, artikel jurnal, dan publikasi resmi yang relevan (Creswell, 

2014). 

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, 

meliputi tiga tahap: (1) kondensasi data, yaitu penyederhanaan dan seleksi informasi 

dari berbagai sumber agar fokus pada isu kenaikan air laut dan diplomasi Indonesia; (2) 

penyajian data, berupa narasi yang sistematis, grafik, bagan, atau tabel untuk 

mempermudah pemahaman; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu menghubungkan data 

dengan teori diplomasi lingkungan untuk menjawab permasalahan penelitian dan 

menilai efektivitas upaya diplomasi Indonesia. 
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PEMBAHASAN  

Permasalahan Kenaikan Air Laut, Dampak Kenaikan Air Laut, dan 

Upaya Penanganan Secara Regional 

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan serius akibat kenaikan 

permukaan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim, pencairan es di kutub, serta 

penurunan muka tanah. Data altimetri menunjukkan bahwa kenaikan muka laut di 

Indonesia pada periode 1993–2018 mencapai sekitar 4,6 mm per tahun, sedangkan 

catatan BMKG (2024) mencatat kenaikan 0,8–1,2 cm per tahun. Dampak kenaikan air 

laut telah dirasakan di berbagai daerah pesisir, termasuk banjir rob di Surabaya, Jakarta 

Utara, Demak, Semarang, Medan Belawan, Bali, Kalimantan, dan Makassar. Beberapa 

pulau kecil, seperti Pulau Nirwana, Pulau Nyamuk Besar, dan Pulau Nusi bahkan telah 

tenggelam. 

Dampak kenaikan air laut sangat luas dan mencakup aspek lingkungan, ekonomi, 

dan sosial. Dari sisi lingkungan, fenomena ini menyebabkan banjir rob, hilangnya lahan 

basah pesisir seperti ekosistem mangrove dan terumbu karang, erosi pantai, serta intrusi 

air laut yang mencemari air tanah. Di Demak, garis pantai mundur hingga 119 meter, 

sementara di Ambon intrusi air laut telah mencemari 36% wilayah pesisir. Dari aspek 

ekonomi, aktivitas ekonomi masyarakat terganggu akibat kerusakan infrastruktur, 

penurunan sektor pariwisata, serta hilangnya mata pencaharian petani tambak dan 

nelayan. Contohnya, tambak di Desa Bedono, Demak terendam banjir rob sehingga 

masyarakat kehilangan penghasilan. Secara sosial, kenaikan air laut meningkatkan 

kerentanan kesehatan masyarakat pesisir terhadap penyakit seperti diare, DBD, dan 

penyakit kulit, merusak tempat tinggal, serta menimbulkan fenomena pengungsi iklim 

(climate refugee). Aktivitas pendidikan juga terdampak, misalnya di Demak dan 

Semarang, di mana sekolah-sekolah terendam sehingga proses belajar mengajar 

terganggu. 

Upaya penanganan kenaikan air laut dilakukan melalui strategi adaptasi dan 

mitigasi. Strategi adaptasi meliputi relokasi penduduk terdampak, penyaluran bantuan, 

serta perbaikan infrastruktur dengan meninggikan jalan dan bangunan. Mitigasi 

struktural mencakup pembangunan tanggul laut, seperti proyek NCICD di Jakarta, 

pembangunan sistem polder seperti Polder Banger di Semarang, serta penanaman 

mangrove untuk melindungi kawasan pesisir. Sementara mitigasi non-struktural 

dilakukan melalui edukasi masyarakat melalui program Kelurahan Siaga Bencana 

(KSB), sosialisasi BPBD, dan penguatan kapasitas masyarakat pesisir agar lebih 

tangguh menghadapi risiko bencana. 

Indonesia juga aktif dalam diplomasi internasional untuk mengatasi perubahan 

iklim dan dampaknya terhadap kenaikan air laut. Dalam Perjanjian Paris, Indonesia 

meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan berkomitmen 

menurunkan emisi sebesar 26% secara mandiri dan 41% dengan dukungan 

internasional, yang tercermin dalam dokumen Nationally Determined Contributions 

(NDC) dengan fokus pada mitigasi dan adaptasi. Melalui inisiatif Archipelagic and 

Island States Forum (AIS Forum) pada 2017, Indonesia mengajak 51 negara kepulauan 

bekerja sama di bidang mitigasi iklim, ekonomi biru, pengelolaan sampah laut, dan tata 

kelola maritim. Selain itu, melalui South-South Cooperation (SSC), Indonesia 

memperkuat solidaritas antarnegara berkembang dengan berbagi pengalaman dan 

pelatihan terkait sistem peringatan dini dan pengelolaan risiko kenaikan air laut, 

khususnya dengan negara-negara Afrika dan Pasifik. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air 

laut di Indonesia nyata dan terus meningkat setiap tahun. Dampaknya meluas pada 

aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah telah melakukan adaptasi dan 

mitigasi baik secara struktural maupun non-struktural, sementara diplomasi 
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internasional menjadi sarana penting bagi Indonesia dalam memperjuangkan 

kepentingan negara kepulauan menghadapi ancaman perubahan iklim. 

 

Diplomasi Indonesia dalam Mengenai Kenaikan Air Laut 

Diplomasi Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya 

kenaikan permukaan air laut, menunjukkan peran penting kerja sama internasional dan 

lokal. Dalam konteks bilateral, Indonesia menjalin kerja sama dengan Jepang melalui 

mekanisme Joint Credit Mechanism (JCM) yang diluncurkan sejak 2010 dan 

diformalkan pada 2013. Mekanisme ini bertujuan mengurangi emisi karbon melalui 

proyek-proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan industri 

manufaktur. Jepang memberikan dukungan finansial, teknologi, serta mendorong 

investasi swasta, sementara Indonesia memperoleh keuntungan berupa transfer 

teknologi dan investasi. Proyek JCM di Indonesia mencakup penerapan teknologi 

pendingin hemat energi di industri tekstil, sistem gabungan panas-daya di sektor 

perhotelan, serta pembangunan PLTA mini di Sulawesi, yang berhasil mengurangi 

ribuan ton CO₂ per tahun. Meskipun demikian, pembagian kredit karbon lebih banyak 

dinikmati Jepang, sehingga menimbulkan risiko ketergantungan Indonesia pada 

pendanaan dan teknologi asing, sehingga diperlukan penguatan kapasitas domestik 

untuk transisi energi rendah karbon. 

Selain Jepang, Indonesia juga bekerja sama dengan Fiji yang menghadapi 

tantangan serupa sebagai negara kepulauan, termasuk kenaikan permukaan air laut, 

bencana iklim, dan kerentanan sektor pariwisata. Melalui forum Indonesia-Pacific 

Parliamentary Partnership (IPPP) dan Bali Democracy Forum (BDF), kedua negara 

sepakat memperkuat ekonomi biru, menjaga keberlanjutan laut, menghentikan praktik 

perikanan ilegal, serta mendukung implementasi Perjanjian Paris. Fiji bahkan 

merumuskan kebijakan nasional yang sejalan dengan forum tersebut, seperti 

pengurangan polusi laut, perlindungan ekosistem pesisir, dan penguatan adaptasi iklim. 

Namun, sebagian besar kesepakatan masih bersifat normatif sehingga efektivitas 

implementasinya perlu evaluasi lebih lanjut. 

Kerja sama bilateral Indonesia dengan Denmark dilakukan melalui Danish 

International Development Agency (DANIDA), dengan fokus pada bidang budaya, tata 

kelola pemerintahan, dan lingkungan. Dalam bidang lingkungan, Denmark memberikan 

hibah dan transfer teknologi pengelolaan sampah berbasis waste-to-energy (WtE) dan 

Refuse-Derived Fuel (RDF) yang diterapkan di Cilacap dan Semarang. Teknologi ini 

membantu pengelolaan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan pada batu bara, 

sehingga mempercepat transisi energi bersih di Indonesia. Meski begitu, terdapat risiko 

ketergantungan pada teknologi dan pendanaan asing, serta biaya operasional tinggi, 

sehingga tanpa pengelolaan sistem sampah nasional yang baik, keberhasilan teknologi 

tersebut bisa bersifat jangka pendek. 

Di tingkat lokal, paradiplomasi dilakukan Kota Semarang dengan Belanda melalui 

pembangunan Polder Banger untuk mengatasi banjir rob akibat kenaikan air laut dan 

penurunan muka tanah. Proyek ini dimulai pada 2010 sebagai proyek percontohan yang 

melibatkan pemerintah kota, pemerintah Belanda, dan masyarakat, dan selesai pada 

2012 dengan dukungan dana gabungan. Infrastruktur yang dibangun meliputi tanggul, 

kolam retensi, dan stasiun pompa. Polder Banger terbukti efektif mengendalikan banjir 

rob di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas dan menjadi model bagi kota lain dalam forum 

Resilient Cities 100. Meski berhasil, keberlanjutan polder sangat bergantung pada 

perawatan infrastruktur dan pendanaan jangka panjang, serta perlu didukung kebijakan 

pengendalian ekstraksi air tanah agar ancaman banjir rob tidak terus mengintai. 

Secara keseluruhan, diplomasi bilateral Indonesia dengan Jepang, Fiji, dan 

Denmark, serta paradiplomasi Semarang dengan Belanda, menunjukkan bahwa kerja 

sama internasional dan lokal sangat penting untuk menghadapi dampak perubahan 
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iklim. Setiap kerja sama memberikan manfaat nyata berupa alih teknologi, pendanaan, 

dan penguatan kebijakan, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa 

ketergantungan pada negara maju, implementasi yang belum optimal, dan keterbatasan 

kapasitas domestik. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kemandirian nasional 

sambil tetap aktif dalam jejaring kerja sama internasional. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

kenaikan air laut yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu 

terbukti dari hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia setidaknya ada satu daerah 

atau lebih yang mengalami kenaikan air laut. Contohnya seperti Jakarta, Surabaya, 

Semarang, Medan, Makassar, Bali, dan Kalimantan Barat mengalami bencana banjir rob 

karena kenaikan air laut. Beberapa pulau kecil yang ada di perairan Jakarta juga sudah 

tenggelam. Dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan air laut ini sangat 

mengkhawatirkan. Tidak hanya mengancam aspek lingkungan saja, tetapi juga aspek 

lainnya seperti sosial dan ekonomi. Indonesia melakukan upaya yang sangat baik untuk 

mengatasi kenaikan air laut yang terjadi di negaranya melalui aksi iklim adaptasi dan 

mitigasi. Aksi iklim adaptasi dilakukan dengan menerapkan kebijakan relokasi atau 

pengungsian dan menyalurkan bantuan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan, 

bangunan hingga bantuan paket sembako. Sedangkan aksi iklim mitigasi dilakukan 

melalui pembangunan polder, tanggul, penanaman tanaman pelindung pantai, dan 

mengedukasi masyarakat agar lebih tangguh lagi dalam menghadapi tantangan bencana 

kenaikan air laut.  

Indonesia juga menunjukkan upaya aktif dalam berdiplomasi mengenai 

perubahan iklim yang mengakibatkan kenaikan air laut melalui diplomasi multilateral, 

bilateral, dan paradiplomasi. Pada multilateral, Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris 

untuk dapat berperan dalam mengurangi emisi karbon, selain itu Indonesia juga 

berperan sebagai pemimpin di Forum AIS dan bergabung ke SSC sebagai negara 

donatur. meskipun Indonesia masih menunjukkan inkonsistensi dalam implementasinya, 

karena Indonesia masih tetap mengandalkan energi fosil seperti batu bara dan tetap 

menerima investasi dari negara-negara maju yang juga berkomitmen untuk menurunkan 

emisi karbon. Hal itu tentu saja dapat menurunkan posisi tawar Indonesia dalam forum 

global lainnya. Di sisi lain, kerja sama bilateral seperti JCM dengan Jepang dan 

DANIDA dengan Denmark menunjukkan langkah konkret Indonesia menuju transisi 

energi bersih dengan bantuan transfer teknologi dari negara-negara maju. Tidak hanya 

kerja sama dengan negara maju, Indonesia juga bekerja sama dengan Fiji yang dapat 

membantu dalam penanganan kenaikan air laut. Selain itu, paradiplomasi yang 

dilakukan oleh Kota Semarang dan Pemerintah Belanda mencerminkan bahwa 

diplomasi tingkat daerah juga dapat berperan dalam mengatasi perubahan iklim dengan 

aksi iklim adaptasi. 
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